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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalava vang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I . 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Menaurus Rumah Tangga. pendidikan SMP. tempat kediaman di
Kp. Sayuran RT.04 RW. 01 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada UUN HERIAWAN, SH., Advokat / Penasehat
Hukum vang berkantor di Perum Kotabaru Kencana JI. Banduna
Raya Blok. 2A No. 134 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 12 Juli 2016 vana telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 1089/Reg. Kf2016/PA. Tmk tanggal 13 Juli
2016.sebagai Penaaugat;

melawan

I, - 0 thn. agana isan

pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, tempat
kediaman di Cikunten Sindanggalih RT.04 RW. 16 Kelurahan
Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai
Terguagat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2016 telah
mengajukan gugatan ceral gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomaor 0948/Pdt. G/2016/PA. Tmk. tangaal 13
Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut;
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Bahwa pada tangoal 22 September 2004, Pengguaat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan vang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya {Kutipan Akta
Nikah Nomor : 416/43/1X/2004 tanggal 22 September 2004) ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penagguaat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut
Pengaugat dengan Terguaat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pengaugat
dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga
penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2014,
vang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumahftempat
tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangaa dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenunhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f} PP No. 8 Tahun

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon

agar Ketua Pencadilan Agama Tasikmalava memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.

Mengabulkan gugatan Pengaugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat m

I - hacap Pengougat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
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Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohen putusan vang seadil-
adilnya;

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum UUN HERIAWAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang
menagambil domisili di Perum Kotabaru Kencana JI. Banduna Rava Blok. 2A No.
134 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli
2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
dengan Nomor 1099/Req.K/2016/PA. Tmk tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa, Maielis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pengaugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersanagkutan;

Bahwa pada harn sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanva telah datang menghadap ke muka sidang. sedangkan Terguagat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 0948/Pdt.G/2016/PA. Tmk tanggal 27
Juli 2016 dan 10 Agustus 2016 wana dibacakan di dalam sidang. sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil qugatannva untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datana menghadap meskipun telah dipanaail secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat vang maksud dan isinva tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat:;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penaaugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
a. Fotokopi KTP atas namalEEEEEEEEEE
(Penagugat) Nomor : NG T:100al 06 September
2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
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dengan aslinva vang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Maijelis diberi
tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/43/IX/2004 Tanggal 22
September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalava. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternvata sesuai, lalu cleh Ketua Maielis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1 _ umur 57 tahun, agama Islam. pekerjaan
buruh, tempat kediaman di Kp. Sindanggalih RT.04/RW.16, Kelurahan
Kahuripan, Kecamatan Tawana. Kota Tasikmalava. dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa. saksi kenal Penogugat dan Teraugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Terguaat menikah pada
22 September 2004;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Teraugat dan
dikaruniai 1 crang anak;

- Bahwa. saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penaagugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak awal tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali;

- Bahwa, saksi menaetahui yang menjadi penvebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi. Teragugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah selama 2 fahun lamanva sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa, saksi melihat rumah tanaga Penggugat dan Terguagat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai:

2. N . s: tahun, agama Isam.

pekeriaan ibu rumah tangga. tempat kediaman di Kp. Sindanagalih
RT.04/RW.16 , Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota
Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
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Bahwa. saksi kenal dengan Penggugat dan Terguaat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat:
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Terqugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 22 September 2004;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penagugat dan Tergugat
dan dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangaa Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran  awal tahun 2014 vang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun
lamanya

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi:

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan didengar lanasung sebanvak 3 kali:
Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisinan dan pertengkaran
Pengaugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi.
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Pengguaat tidak menerima denaan keadaan tersebut;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penagugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Teraugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;
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Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menvampaikan kesimpulan vana
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas:

Menimbang. bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pengaugat tertanggal 12 Juli 2016, vang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1099/Req. K/2016/PA. Tmk tanggal 13 Juli 2016, ternvata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Maijelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subiek pemberi bantuan hukun vang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternvata Tergugat, meskipun dipanaail secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak temnyata
bahwa tidak datananva itu disebabkan suatu halangan vang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
augatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang. bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
diiatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
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dengan Undang-undana Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Maijelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Tergugat dapat dikabulkan sepaniang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pengaugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Pengaugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta ofentk, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat. sehingga seialan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian vang sempurna dan menaikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik. telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian vang sempurna dan mengikat (volfedia en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
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isteri itu tentana adanva perselisihan dan pertenakaran antara Pengaugat dan
Tergugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1875 io. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pengguagat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 avat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penagguoat dan Tergugat serta menagenai keadaan rumah tangga Pengaugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung
sebanyak 2 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukdi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 avat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang. bahwa keterangan saksi 2 Penagaugat menaenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar lanasung
sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penagugat. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi svarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang. bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penagugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain cleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penaauaat. terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa Pengguagat dan Tergugat beragama Islam dan Pengauagat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2.  Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri vang menikah

pada tanggal 22 September 2004 di Kecamatan Tawang Kota

Tasikmalava:

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Lad

dan dikaruniai 1 orang anak:

4,  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2014
hincga saat ini sudah tidak rukun lagi serina berselisih dan bertenakar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut:

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya tidak
pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagaimana layaknva suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pengaugat dan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8  Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanva dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

I. Bahwa Pengagugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalava:

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;
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Disclaimer

terdapat kebencian yana memuncak dari Penagugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lana juz Il halaman 133 vag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

dilh Ll ade 3lh g g3l da g3l A8 ) axe i) Ll

Artinya. “Disaal istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya.
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami} nya dengan talak
salu;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalf), sehingaa tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warobhmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud:

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Terauaat vang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

rlad wla o asia dulial) ¢

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambif kebaikan”
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran vang terus menerus. dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penaguaat dapat dikabulkan dengan verstek:
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